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BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    5     TAHUN 2017 

TENTANG  
 

PEDOMAN HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT  

PADA INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan layanan Umum, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola 

pengelolaan keungan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) dapat memungut biaya kepada 

masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau 

jasa yang diberikan; 

b. bahwa dalam rangka menjamin keterjangkauan 

harga obat oleh masyarakat pada instalasi farmasi 

Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten 

Situbondo, perlu pengaturan tentang pedoman 

harga eceran tertinggi obat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo 

tentang Pedoman Harga Eceran Tertinggi Obat pada 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah; 

   

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian Di Rumah Sakit; 

  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 

2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran 

Tertinggi Obat; 

  12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 7); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit dr. Abdoer 

Rahem Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 5); 
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  14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan 

Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

  15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2015 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas 

III pada Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem Kabupaten 

Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2015 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 35). 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARGA 

ECERAN TERTINGGI OBAT PADA INSTALASI 

FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

   

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas; 

3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 
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4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Abdoer Rahem, Rumah Sakit 

Umum Daerah Besuki, dan Rumah Sakit Umum 

Daerah Asembagus. 

5. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa 

yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil 

yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan 

untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya 

per unit layanan. 

6. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 

produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi 

atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk 

manusia.  

7. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional 

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan 

pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.  

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam 

bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah 

ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 

bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

9. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh 

pemimpin BLUD pada bank umum untuk 

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan 

pembayaran pengeluaran BLUD. 

10. Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya 

disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat di 

apotek, toKO obat dan instalasi farmasi rumah 

sakit/klinik. 

11. Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat 

HNA adalah harga jual termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dari Pedagang Besar 

Farmasi (PBF) kepada apotek, toko obat dan 

instalasi farmasi rumah sakit/klinik. 
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12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

jumlah pokok retribusi yang terutang. 

   

  BAB II 

MAKSUD AND TUJUAN 

Pasal 2 

   

  Maksud dan tujuan penetapan Harga Eceran Tertinggi 

obat ini dimaksudkan untuk memberikan informasi 

yang benar dan jelas mengenai harga eceran tertinggi 

obat yang diberikan kepada masyarakat pada instalasi 

farmasi RSUD.  

   

  BAB III 

PENETAPAN HET OBAT 

Pasal 3 

   

  (1) Instalasi farmasi RSUD hanya dapat menjual obat 

dengan harga yang sama atau lebih rendah dari 

HET pada label. 

(2) HET pada RSUD ditentukan berdasrkan  HNA 

ditambah keuntungan paling banyak 25% (dua 

puluh lima perseratus) ditambah besaran tarif 

pelayanan  kefarmasian. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Instalasi farmasi RSUD 

dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari 

HET, apabila harga yang tercantum pada label 

sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(4) Dalam hal Instalasi farmasi RSUD menjual obat 

dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) maka Instalasi farmasi 

RSUD harus memberikan penjelasan kepada 

masyarakat. 
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  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 4 

   

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

Peraturan Bupati situbondo Nomor 26 Tahun 2010 

tentang Tarif Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten 

Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   

  Pasal 5 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

 Ditetapkan di Situbondo 

    Pada tanggal 10 Januari 2017 

 BUPATI SITUBONDO, 

 ttd 

 

  DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 10 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN SITUBONDO, 

 ttd 

 

                SYAIFULLAH 

   

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR  

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


